
WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota

Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Blitar

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah duakali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata

cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  21 Tahun

2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577) ;

20. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5351);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272) ;

30. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang

Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah,

Pengawas dan Penilik ;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah ;

33. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari APBD ;

34. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang

Penggunaan  Dana Bagi Hasil Cukai Hasil  Tembakau dan

Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai

Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD

Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun

Anggaran 2014 ;

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Bagi

Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Tahun Anggaran 2014 ;

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2014

tentang Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

(DP2D2) Tahun Anggaran 2014 ;

40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah

Tingkat II Blitar ;

41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2007 ;

43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Blitar Tahun 2005-2025;

45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Investasi Pemerintah Daerah ;
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46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar Tahun 2011-2015;

47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ;

48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah ;

49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa umum ;

50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;

51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Retribusi Ijin Tertentu ;

52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;

53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;

54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014;

55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2014.
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Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli
Daerah

Rp. 102.757.907.576,34

b. Dana Perimbangan Rp. 600.176.929.228,00

c. Lain-lain Pendapatan
yang Sah

Rp. 361.000.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 703.295.836.804,34

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai Rp. 305.254.679.791,88

2) Belanja Barang Rp. 180.827.459.379,69

3) Belanja  Hibah Rp. 27.109.483.912,00

4) Belanja  Bantuan
Sosial

Rp. 19.044.680.574,00

5) Belanja  Bantuan
Keuangan

Rp. 386.238.752,00

Rp 532.622.542.409,57

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah Rp. 5.641.341.392,00

2) Belanja Peralatan
dan Mesin

Rp. 34.063.136.733,00

3) Belanja Gedung dan
Bangunan

Rp. 51.873.402.787,10

4) Belanja Jalan,
Irigasi dan Jaringan

Rp. 24.719.701.529,90

5) Belanja Aset Tetap
Lainnya

Rp. 2.642.867.221,00

6) Belanja Aset
Lainnya

Rp. 7.385.877.900,00

Rp. 126.326.327.563,00
c. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga Rp. 130.462.000,00

Rp. 130.462.000,00

Jumlah Belanja Rp. 659.079.331.972,57

Surplus/(Defisit) Rp. 44.216.504.831,77
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Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirincii lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Blitar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 4 September 2015

Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SUPRIANTO, S.H., M.H

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah Rp. 62.958.324.232,21

b. Pengeluaran Daerah Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 62.958.324.232,21
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 107.174.829.063,98
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Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 4 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari
Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006


